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Abs trak 

Car a  mengukur  kinerja  s uatu  wil ayah  dal am  bi dang  keuangan  digunakan  Tingkat  Ke mandiri an 

Ke uangan Daerah. Ti ngkat Ke mandirian Keuang an Daerah  ditunjukkan oleh bes ar kecilnya Pendapatan 

As li  Daerah  di bandingkan   pendapatan  daer ah  yang  beras al  dari  s umber  l ain.  Be berapa  daerah  di 

Provi ns i  Jawa  Bar at  me miliki  fenome na  di mana  pendapatan  as li  daerah  meningkat  namun  Tingkat 

Ke mandirian Keuang an Daerah me nurun. 

Tujuan peneliti an ini adal ah untuk mengetahui s eber apa bes ar Pendapatan As li Daer ah , Dana Alokas i 

Umum, Dana Al okas i Khus us dan Tingkat Ke mandiri an Keuang an Daerah di  Kabupaten/ Kota Provins i 

Jawa Bar at s elama tahun 2010 -2014, s erta me ngetahui  pe ngaruh Pendapatan As li Daer ah, Dana Alokas i 

Umum dan Dana Al okas i Khus us terhadap Tingkat Ke mandirian Ke uangan Daer ah baik s ecara s imultan 

maupun pars ial. 

Metode    penelitian   yang    digunakan    dalam   pe nelitian   ini   adalah   regres i   data   panel    deng an 

menggunakan  Random Effect Model  (REM)  deng an waktu  peneliti an tahun 2010 -2014. Jumlah  populas i 

dalam  penelitian  ini  s ebanyak  27 kabupaten/kota.  Dengan  menggunakan  purposive  sampling  diper oleh s 

ampel s e banyak 26 kabupate n/kota. 

Has il penelitian ini me nunjukkan bahwa Pe ndapatan As li Daerah, Dan a Al okas i Umum, Dana Alokas i 

Khus us  s ecara bers ama-s ama  ber pe ngaruh  terhadap  Tingkat  Ke mandirian  Keuang an  Daer ah. Secara 

pars ial, Pendapatan As li Daer ah ber peng aruh pos itif terhadap Ti ngkat Ke mandirian  Keuang an Daerah, 

Dana Al okas i Umum ber pengar uh pos itif terhadap Tingkat Ke mandirian Ke uangan Daer ah, s e dangkan 

Dana Al okas i Khus us ti dak ber peng aruh Tingkat Ke mandirian Ke uangan Daer ah. 

 
Kata kunci:  Tingkat  Ke mandirian  Keuang an Daerah;  Pendapatan  As li Daer ah; Dana Al okas i  Umum; 

Dana Al okas i Khus us . 

Abstract 

How to measure  the  performance  of a region in the  sector of fi nance used Financial  Self Sufficiency 

Level. Financial  Self Sufficiency  Level indicated  by the large size of the  Local Government  Revenue  than 

regional income derived from other sources. Some areas in West Java province have the phenomenon w hen 

Local Government Revenue are increasing but Financial Self Sufficiency Level decreases. 
The  purpose  of this  study  is to  determine  how  much  Local  Government  Revenue,  Ge neral  Allocation 

Fund,  Special  Allocation  Fund,  Financial  Self  Sufficiency  Level  in  the  Districts  /  Cities  of  West  Java 

province during 2010 -2014, and influence of Local Government Revenue, General Allocation Fund, Special 

Allocation Fund to Financial Self Sufficiency Level either sim ultaneous ly or partially. 

The method used in this research is panel data regression using Random Effect Model (REM) by the time 

of the study in 2010 -2014. Total population in this study as many as 27 districts / cities. By using purposive 

sampling obtained a sample of 26 districts / cities. 

T he  re sults  of t his study  indicate  that  Local  Government  Revenue,  Gene ral  Allocation  Fund,  Special 

Allocation  Fund,  jointly affect  the  level  of Financial  Self Sufficiency  Level.  Partially,  Local  Government 

Revenue  positive  effect  on Financial  Self  Sufficiency  Level,  General  Allocation  Fund  positive  effect  on 

Financial Self Sufficiency Level, while the Special Allocation Fund has no e ffect Financial Self Sufficiency 

Level. 

 
Keywords: Financial Self Sufficiency Level; Local Government Revenue; Ge neral Allocation Fund; Special 

Allocation Fund.
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1. Pendahuluan 

Pela ks anaan kebijakan  di Indones ia tentang otonomi daerah, d imula i s ecara efekt if pada tanggal 1 Januari 

2001. Pe mbe rla kuan Undang -undang otonomi daerah yakni Undang-Undang  Nomor 23 tahun 2014 
[8]  

tentang 

Pe merintah Daerah, dimaks udkan agar terciptanya kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah 

yang  dima ks ud  adalah  s eberapa  bes ar  tingkat  kemandirian   pemerintah   daerah  dalam  hal  pendanaan   atau 

mendanai  s egala  aktiv itas nya. Tingkat  kema mpuan  keuangan  daerah  dapat  ditinjau  s alah  satunya  dari bes ar 

kecilnya penerimaan daerah khus us nya pendapatan as li daerah (Imawan,d kk 2014) 
[3]

. 

Dala m Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
[8]

tentang Pemerintah Daerah, ke mandi rian keuangan daerah 

berarti  pe merintah  dapat  mela kukan  pe mbiayaan  dan  pertanggungjawaban   keuangan  s endiri,  mela ks anakan 

s endiri  dala m  rangka  as as  des entralis as i.  Ke mandirian   keuangan  daerah  ditunjukkan   oleh  bes ar  kecilnya 

pendapatan as li daerah dibandingkan  dengan pendapatan  daerah yang beras al dari s umber lain s eperti bantuan 

pemerintah  pus at ataupun dari pinja man. T ingkat ke mandirian  keuangan  Kabupaten/Kota  Provins i Jawa Barat 

tahun 2010-2014  rata-rata 27%, s ehingga tingkat kemandirian  keuangan  daerahnya  mas uk dalam kategori dan 

pola hubungan dengan pemerintah  kons ultatif karena berada d i pres entas e 25-50% . Ha l ini berarti ke ma mpuan 

daerah  ters ebut  rendah.  Ras io  kemandirian   dengan  tingkat  kempuan  keuangan  daerah  rendah  dalam  hal 

keuangan   mas ih   ada   campur   tangan   dari  pemerintah.   Daerah   ters ebut   dianggap  s edikit   ma mpu   untuk 

me la ks anakan  otonomi  daerah  pola  hubungan  konsulatif  dan  menunjukkan  total  penerimaan  daerah  mas ih 

rendah dan tingkat keterhantunagn terhadap pemerintah pus at mas ih cukup tinggi. 

Hal-hal  yang  me mpengaruhi  t ingkat  ke mandirian   keuangan  daerah  antara  lain  adalah  pendapatan  as li 

daerah.  Jika  pendapatan  as li daerah  men ingkat  maka  t ingkat  ke mandirian  keuangan  daerah  juga  meningkat, 
s ebaliknya jika pendapatan as li daerah rendah maka ke mand irian keuangan daerah juga rendah (Ers yad, 2011) 

[1]
. 

Pada variabel pendapatan as li daerah dala m laporan realis as i anggaran pemerintah provins i dan kabupaten/kota 

di Jawa  Barat  2010-2014  terdapat  kabupaten/kota  yang  tidak s esuai dengan  teori yaitu  Kota  Bandung  d an 

Kabupaten  Bogor.  Fenomena  yang terjadi di Kota  Bandung  adalah  ketika  kontribus i pendapatan  as li daerah 

men ingkat, na mun tingkat ke mandirian  keuangan  daerahnya menurun  pada tahun 2011 -2012. Feno mena yang 

terjadi  d i  Kabupaten   Bogor  adalah   ketika   kontribus i  pendapatan   as li  daerah   menurun,   namun   tingkat 

ke mandirian  keuangan  daerahnya  meningkat  pada  tahun  2011 -2012.  Se lain  itu,  penelit ian  yang  dilakukan 

beberapa  peneliti  terdahulu  yaitu  penelit ian  yang  dilaku kan  Re za  (2013)
[5]   

menghas ilkan  Pendapatan  As li 

Daerah berpengaruh s ignifikan pos itif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian ters ebut 

berbeda dengan Virg i (2013) )
[6]  

menghas ilkan Pendapatan As li Daerah berpengaruh s ignifikan negatif terhadap 

tingkat ke mandirian keuangan daerah. 

Variabel  la in yang dapat berpengaruh  terhadap  tingkat ke mandirian  keuangan  daerah adalah dana alokas i 

umu m. J ika dana alokas i umum meningkat  maka tingkat ke mandirian  keuangan  daerah akan menururn, (Re za, 
2013)

[5]
.   Pada   variabel  dana   alokas i  u mu m  dala m  laporan   realis as i  anggaran   pemerintah   provins i  dan 

kabupaten/kota  di Jawa  Barat  2010-2014  terdapat  kabupaten/kota  yang tidak s es uai dengan teori yaitu  Kota 
Tas ik   dan Kota Depok. Fenomena yang terjadi di Kota Tas ik   dan Kota Depok adalah ketika kontribus i dana 

alokas i u mu m meningkat, t ingkat ke mandirian  keuangan  daerahnya menjadi menurun  pada tahun 2011 -2012. 

Penelit ian yang dilakukan Muliana (2009) 
[4]  

menghas ilkan Dana Alokas i Umu m berpengaruh s ignifikan negatif 

terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun, penelit ian yang dilakukan Re za (2013) 
[5]   

menghas ilkan 

Dana Alokas i Umu m tidak berpengaruh s igniikan terhadap tingkat ke mand irian keuangan daerah. 

Variabel ketiga ada lah dana alokas i khus us . Jika dana aloka s i khus us meningkat  ma ka t ingkat ke mandirian 

keuangan  daerah  akan  menururn,  (Re za, 2013)
[5]

.  Pada  variabel dana  alokas i khusus  dalam laporan  realis as i 
anggaran pemerintah provins i dan kabupaten/kota di Jawa Barat 2010-2014 terdapat kabupaten/kota yang tidak 

s es uai dengan teori yaitu Kota Bandung dan Kota Depok. Feno mena yang terjadi d i Kota Bandung pada tahun 

2012-2013  kontribus i dana  alokas i khusus  meningkat,  na mun  tingkat  ke mandirian  keuangan  daerahnya  juga 
men ingkat. Fenomena yang terjadi di Kota Depok adalah pada tahun 2013-2014 dana alokas i khusus meningkat, 

namun  tingkat  ke mandirian  keuangan  daerahnya  meningka t.  Penelitian  yang  dila kukan  Muliana  (2009)  
[4] 

menghas ilkan  Dana  Alo kas i Khus us  berpengaruh  s ignifikan  negatif  terhadap  tingkat  ke mandirian  keuangan 

daerah. Namun penelitian  ters ebut berbeda dengan Ers yad (2011) 
[1]  

menghas ilkan Dana Alokas i Khus us tidak 

berpengaruh s ignifikan terhadap tingkat ke mandirian keuangan daerah. 

Tujuan  penelitian  ini  ada lah  untuk  mengetahui  s eberapa  bes ar  Pendapatan  As li  Daerah ,  Dana  Alo kas i 

Umu m, Dana Alo kas i Khus us dan Tingkat Ke mandirian  Keuangan  Daerah di Kabupaten/Kota  Provi ns i Jawa 

Barat s ela ma tahun 2010-2014, s erta mengetahui pengaruh  Pendapatan  As li Daerah, Dana Alokas i Umu m dan 

Dana Alokas i Khus us terhadap Tingkat Ke mandirian Keuangan Daerah baik s ecara s imu ltan maupun pars ial. 

Populas i dala m penelit ian in i adalah  Laporan Keuangan  Peme rintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provins i 

Jawa Ba rat tahun 2010-2014. Tekn ik s a mpel yang digunakan  dalam penelitian  in i adalah  purposive sampling, s 

ehingga diperoleh   130 data obs ervas i yang terdiri dari 26 kabupten/kota  dengan periode penelitian  s ela ma 5 

tahun. Teknik analis is yang digunakan dalam penelitian in i menggunakan analis is s tatistik des kriptif dan regres i 

data panel dengan random effect model.
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2. Das ar Teori dan Metodologi 

Tingkat Ke mandirian Keuangan Daer ah ( TKKD) 

Menurut  Halim  (2011:232)
[2]   

Tingkat  Ke mandirian  Keuangan  Daerah  (TKKD)  ditunjukkan  oleh  bes ar 

kecilnya Pendapatan As li Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang beras al dari s umber lain, 

mis alnya  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  dari  pinja man.  Ke mandirian  keuangan  daerah  menggambarkan 

ketergantungan  daerah terhadap s umber dana eks ternal. Se ma kin tinggi tingkat  ke mandirian  mengandung  arti 

bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eks ternal (terutama pemerintah pus at dan provins i) s 

emakin rendah dan demikian pula s ebaliknya. 
 

× 100%

 

Pendapatan As li Daer ah (P AD) 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004
[4]   

tentang  Perimbangan  Keuangan,  Pendapatan  As li 

Daerah yang s elanjutnya  dis ingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh  daerah yang dipungut berdas arkan 

peraturan  daerah s esuai dengan peraturan  perundang -undangan. Kelo mpok pendapatan  as li daerah dipis ahkan 

men jadi e mpat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribus i daerah, has il pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipis ahkan, dan lain -la in pendapatan as li daerah yang s ah. 
Menurut (Reza , 2013)

[5]
Jika s uatu daerah me mpunyai pendapatan as li daerah yang relatif bes ar ma ka akan 

men ingkatkan  penerimaan  daerah  dan  menurunkan  ketergantungan  daerah  pada  pemerintah  pusat.  Dengan 

berkurangnya   tingkat  ketergantungan  daerah  pada  pemerintah   pus at  maka  daerah  ters ebut  bis a  dikatakan 

mandiri.  Dengan demikian,  jika  pen dapatan as li daerah  meningkat   maka  ke mandirian  keuangan  daerah juga 

men ingkat. Pengukuran  Pendapatan As li Daerah dengan mencari kontribus i terhadap total pendapatan  daerah, 

yaitu dengan me mbandingkan Pendapatan As li Daerah dengan Total Pendapatan Daerah. 
 

× 100%

 

Dana Al okas i Umum (DAU) 

Menurut Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004
[7]  

tentang Perimbangan  Keuangan, Dana Alokas i Umu m 

adalah  dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  Anggaran  Pendapatan   dan  Belanja  Negara   (APBN)  yang 

dialokas ikan untuk provins i dan kabupaten/kota dengan tujuan pemerataan  ke ma mpuan keuangan  antardaerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pe laks anaan desentralis as i. 
Muliana (2009) 

[4]
, Jika pemerintah  pus at mengalokas ikan DAU relat if bes ar maka daerah ters ebut kurang 

mandiri.  Hal  ini ke mungkinan  dis ebabkan karena PAD daerah tes ebut kecil s ehingga pemerintah  pusat perlu 

mengalo kas ikan  dana  kepada  daerah  ters ebut.  Jadi, s e makin  tinggi dana  a lokas i u mu m yang  diterima  oleh 

pemerintah  daerah  , maka  s ema kin  rendah  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah.  Pengukuran  Dana  Alokas i 

Umu m dengan  mencari  kontribus i  terhadap  total  pendapatan  daerah,  yaitu  dengan  me mbandingkan   Dana 

Alokas i Umu m dengan Total Pendapatan Daerah . 
 

× 100%

 

Dana Al okas i Khus us (DAK) 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
[7]  

tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokas i Khusus 

adalah dana yang bers umber dari pendapatan  APBN yang dialokas ikan kepada daerah tertentu  dengan tujuan 

untuk me mbantu mendanai kegiatan khus us yang merupakan urus an daerah dan s es uai dengan prioritas nas ional s 

es uai dengan fungs i yang telah ditetapkan dalam APBN. 

Menurut (Reza, 2013)
[5] 

Dana Alokas i Khus us digunakan untuk mendanai keg iatan khus us yang menjadi urus an 

daerah  dan  merupakan  prioritas  nas ional,  dengan  kata  lain  daerah  ters ebut  mas ih  rendah  pendapatan  as li 

daerahnya dan juga mas ih harus  berbenah diri untuk me mbangun  daerahnya s endiri. J ika dana alokas i khus us 

yang  dialokas ikan  peme rintah  pus at  ke  daerah  relatif  bes ar ma ka  daerah  ters ebut dikatakan  kurang  mandiri 

karena daerah ters ebut mas ih mengandalkan dana dari pemerintah pusat s ebagai penerimaan utamanya. Jadi, jika 

dana alokas i khus us yang diterima s uatu daera h meningkat,  ma ka tingkat ke mandirian  keuangan  suatu daerah 

ters ebut  menurun.  Pengukuran  Dana  Alokas i  Khusus  dengan  mencari  kontribus i  terhadap  total  pendapatan 

daerah, yaitu dengan me mbandingkan Dana Alokas i Khus us dengan Total Pendapatan Daerah. 
 

× 100%
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PAD (X1 ) 

 
DAU (X2 )                                                 TKKD (Y) 

 
DAK (X2 ) 

 

 

Ketera nga n:                               Seca ra pa rsi al 

Seca ra si mul ta n 
 

Gambar 1. Ker angka Pe mikiran 

 
Metodologi 

Populas i dala m penelit ian in i adalah  Laporan Keuangan  Peme rintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di Provins i 

Jawa Ba rat tahun 2010-2014. Tekn ik s a mpel yang digunakan  dalam penelitian  in i adalah  purposive sampling, s 

ehingga diperoleh   130 data obs ervas i yang terdiri dari 26 kabupten/kota  dengan periode penelitian  s ela ma 5 

tahun. Teknik analis is yang digunakan dalam penelitian in i menggunakan analis is s tatistik des kriptif dan regres i 

data panel dengan random effect model. 

 
3. Pe mbahas an 

Pemilihan Metode Es ti mas i Regres i Data P anel 

Uji Fixed Effect (Uji Chow) 

 
Tabel 1. Has il Uji Fixed Effect 

 

Redundant Fixed Effects Tes ts 

Equation: Untitled 

Tes t cross -s ection fixed effects 

 

 
Effects Tes t 

 
Statis tic 

 
d.f. 

 
Prob. 

 

Cros s -s ection F 
 

1.632440 
 

(25,101) 
 

0.0464 

Cros s -s ection Chi-s quare 44.118701 25 0.0105 

Sumber:Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah) 

 
Berdas arkan has il uji s ignifikans i fixed effect, dipero leh nila i probabilitas  cross section  Chi-square s ebes ar 

0.0105 lebih kec il dari taraf s ignifikans i 5% dan nilai prob cross section F s ebes ar 0,000.0464 leb ih kec il dari 
taraf  s ignifikans i  5%,  ma ka  H1   diterima  atau  penelitian  ini  menggunakan  metode  fixed  effect.  Selanjutnya 

dila kukan pengujian antara metode fixed effect dengan random effect menggunakan uji Haus man. 
 

Uji Random Effect (Uji Haus man) 
 

Tabel 2. Has il Uji Random E ffect 

Tes t cross -s ection random effects 

 
Tes t Summa ry 

Chi-Sq. 
Statis tik            Chi-Sq. d.f.      Prob.

 

Cros s -s ection random                             6.437404          3                       0.0922 
 

Sumber: Output Eviews 8.0 (data yang telah diolah) 

 
Berdas arkan has il uji Haus man, n ila i p robabilitas  cross section random s ebes ar 0.0922 > 0.05, ma ka s es uai 

dengan  ketentuan  pengambilan  keputus an  bahwa  H1   ditola k ya itu  regres i data  panel  menggunakan  metode 

random effect. Ma ka metode yang tepat digunakan pada penelitian in i adalah metode random effect.
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Pengujian Hi potes is
 

Uji Signifikans i Simultan (Uji F) 
 

 
 
Tabel 3. Has il Uji Si multan 

 
Weighte d Statis tics

 

R-s quared 0.882155 Mean dependent var 26.77943 
Adjus ted R-s quared 0.849485 S.D. dependent var 20.90585 

S.E. of regres s ion 8.110688 A kaike info criterion 7.217982 

Sum s quared res id 6644.109 Schwarz criterion 7.857663 

Log like lihood -440.1688 Hannan-Quinn criter. 7.477906 

F-s tatis tic 27.00205 Durbin -Wats on s tat 1.965330 

Prob(F-s tatis tic) 0.000000   

Sumber : Eviews 8.0 (data dio lah) 
 

Berdas arkan  pengujian  s ecara s imu ltan  s eperti yang  ditunjukkan  pada  Tabel 4.10 di atas , diperoleh  nila i 

probabilitas  Uji F s ebes ar 0,00000. Has il ters ebut menunjukkan  bahwa nilai probabilitas  Uji F lebih kec il dari 

taraf s ignifikans i yaitu 0,00000 < 0 ,05, maka  H1  diterima . Ha l in i berarti PAD, DAU, dan DAK berpengaruh 
s ignifikan terhadap TKKD. 

Pengujian Secar a P ars ial (Uji t)  
Tabel 4. Has il Uji Pars ial

 

Vari able Coe fficiet Std. Error t-Statis tic Prob. 

 

C 
 

13.05657 
 

6.167464 
 

2.117008 
 

0.0367 
PAD 1.812851 0.166572 10.88330 0.0000 

DAU -0.265514 0.105178 -2.524417 0.0131 

DAK 0.079206 0.320888 0.246835 0.8055 

Sumber : Eviews 8.0 (data dio lah) 

 
Berdas arkan Tabel d i atas dapat dis impulkan bahwa: 

1.   Variabel  PAD  (X1)  me miliki  nilai  probabilitas   0.0000.  Art inya  nila  probabilitas  leb ih  kec il  dari  taraf s 

ignifikans i (0,0000 < 0.05). Ses uai ketentuan pengambilan keputus an maka Ha2  diterima yang berarti PAD me 

miliki pengaruh  s ignifikan  terhadap  peningkatan  TKKD pada  Kabupaten/Kota  di Provins i Jawa  Bar at s 

ecara pars ial ka rena perubahan PAD mengakibatkan perubahan pada TKKD. 

2.   Variabel  DAU  (X2)  me miliki  n ila i  probabilitas  0.0131.  Art inya  nila  probabilitas  lebih  kec il  dari  taraf s 

ignifikans i (0.0131 < 0.05). Ses uai ketentuan pengambilan keputus an maka Ha 3  diterima yang berarti DAU me 

miliki pengaruh  s ignifikan  terhadap  peningkatan  TKKD pada  Kabupaten/Kota  di Provins i Jawa  Barat s 

ecara pars ial ka rena perubahan DAU mengakibatkan perubahan pada TKKD. 

3.   Variabel  DA K  (X3)  me miliki  nilai  probabilitas   0.8055.  Artinya  nila  probabilitas  lebih  bes ar  dari  taraf 

s ignifikans i (0.8055> 0.05). Ses uai ketentuan pengambilan  keputus an ma ka Ho4  diterima yang berarti DAK 

tidak  me miliki pengaruh  s ignifikan  terhadap  peningkatan  TKKD pada  Kabupaten/Kota  di Provins i Jawa 

Barat s ecara pars ial ka rena perubahan DAK belu m tentu mengakibatkan perubahan pada TKKD . 
 

Koefis ien De ter minas i (R
2
) 

Berdas arkan has il uji s ignifikas i s imultan diketahui bahwa PAD, DAU, dan DAK me miliki pengaruh s ecara 

bers ama-s ama (s imu ltan) terhadap TKKD s ebes ar 84,94% . Hal ini mengindikas ikan bahwa variabel independen 

yang terdiri dari PAD, DA U, dan DA K men jelas kan variabel T KKD. 
 

Pengaruh  Pe ndapatan  As li  Daer ah  ter hadap Tingkat Ke mandiri an Keuang an Daerah (TKKD) 

Berdas arkan  pengujian  hipotes is  s ecara  pars ial  yang  telah  dila kukan,  PAD  me miliki nila i probalibitas 

0.0000 < 0.05, maka  s es uai dengan ketentuan  bahwa H0 d itolak yang dapat diartikan  bahwa  PAD  me miliki 

pengaruh s ignifikan terhadap TKKD. Dengan nilai koefis ien  1,812851 dapat dis impulkan bahwa variable PAD 

me mpunyai hubungan yang pos itif. Has il te rs ebut s es uai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa s 

emakin bes ar PAD, ma ka T KKD a kan s ema kin meningkat atau s ebaliknya. 

Hal ini berkaitan dengan analis is s tatistik des kriptif yang menunjukkan  has il s tatistik des kriptif, PAD yang 

diatas  rata-rata s ebes ar 40,77%  dan dibawah  rata-rata s ebes ar 59,23%.  Dari 40,77%   data PA D yang berada 

diatas  rata-rata, ju mlah T KKD yang diatas  rata-rata s ebes ar 30%  dan TKKD yang dibawah  rata -rata s ebes ar 

10,77%. Sedangkan Dari 59,23%  data PAD yang berada dibawah rata -rata, ju mlah T KKD yang diatas rata-rata
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s ebes ar 9,23% dan T KKD yang dibawah rata -rata s ebes ar 50,00% . Dapat dilihat bahwa dari 130 data terdapat 

30% data yang menunjukan bahwa apabila PAD meningkat  ma ka TKKD a kan meningkat dan terdapat 50% data 

yang  menunjukan   bahwa  apabila  PA D  menurun,   maka   Kinerja   Keuangan  pun  akan  menurun.   Hal   ini 

menunjukkan  kabupaten/kota di Provins i Jawa  Barat s udah s es uai dengan kerangka teori bahwa s ema kin bes ar 

PAD ma ka T KKD s e makin meningkat dan ket ika PAD kecil T KKD a kan menurun. Has il penelitian in i s ejalan 

dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Reza  (2013) 
[4]  

yang mengungkapkan  bahwa  terdapat  korelas i pos itif 

antara PAD dengan TKKD. 

 
Pengaruh   Dana   Alokas i   Umum   terhadap   Tingkat Ke mandiri an Keuang an Daerah (TKKD) 

Berdas arkan pengujian hipotes is s ecara pars ial yang telah dilakukan, DAU me miliki nilai probalibitas  0.0131 

< 0.05, ma ka s es uai dengan ketentuan bahwa H0 ditola k yang dapat diartikan bahwa DAU me miliki pengaruh s 

ignifikan   terhadap   TKKD.   Dengan   nilai   koefis ien   -0.265514   dapat   dis impulkan   bahwa   variable   PAD 

me mpunyai hubungan yang negatif. Has il ters ebut s esuai dengan kerangka pemikiran yang menyebutkan bahwa s 

emakin bes ar DAU, ma ka T KKD a kan s ema kin menurun atau s ebaliknya. 

Hal in i berkaitan dengan analis is s tatis tik des kriptif yang menunjukkan  has il s tatis tik des kriptif, DA U yang 

diatas  rata-rata s ebes ar 66,92% dan dibawah  rata-rata s ebesar 33,02% . Dari 66,92%   data DAU yang berada 

diatas   rata-rata,  jumlah  TKKD  yang  diatas  rata-rata  sebes ar  16,92%  dan  TKKD  yang  dibawah  rata -rata 

berju mlah  50,00% . Sedangkan  Dari 33,02%    data  DAUyang  berada  dibawah  rata -rata, ju mlah  T KKD yang 

diatas  rata-rata s ebes ar 22,31% dan TKKD yang dibawah  rata -rata s ebes ar 10,77% . Dapat dilihat bahwa dari 

130 data terdapat 50,00% data yang menunjukan  bahwa apabila DAU men ingkat ma ka TKKD akan  menurun 

dan terdapat 22,31% data yang menunjukan  bahwa apabila DAU menurun, ma ka TKKD pun akan meningkat. 

Hal ini menunjukkan kabupaten/kota di Provins i Jawa Barat s udah s es uai dengan kerangka teori bahwa s emakin 

bes ar DAU ma ka T KKD s e makin  menurunt  dan ketika DA U menurun  ma ka   T KKD a kan  men ingkat. Has il 

penelitian  ini  s ejalan  dengan  penelitian  yang  dilaku kan  oleh  Muliana  (2013)  yang  mengungkapkan  bahwa 

terdapat korelas i negatif antara DAU dengan TKKD. 
 

Pengaruh   Dana   Alokas i   Khus us   ter hadap   Tingkat Ke mandirian  Keuang an Daerah (TKKD) 

Berdas arkan pengujian hipotes is s ecara pars ial yang telah dilakukan, DAK me miliki nilai probalibitas 0,8055 

< 0.05, ma ka s es uai dengan ketentuan bahwa H0 diterima yang dapat diartikan bahwa DAK me miliki pengaruh s 

ignifikan   terhadap   TKKD.   Dengan   nila i  koefis ien   0.079206   dapat   dis impulkan   bahwa   variable   PAD me 

mpunyai hubungan  yang pos itif. Has il ters ebut tidak s esuai deng an kerangka pemikiran  yang menyebutkan 

bahwa s emakin bes ar DAK, ma ka T KKD akan s e makin menurun atau s ebaliknya. 

Hal in i berkaitan dengan analis is s tatis tik des kriptif yang menunjukkan  has il s tatis tik des kriptif, DA K yang 

dibawah rata-rata berju mlah 50,00%. Dari 50,00% data DAK yang berada bawah rata -rata, ju mlah T KKD yang 

diatas  rata-rata s ebes ar 23,08% dan ju mlah TKKD yang bawah rata -rata s ebesar 26,92%. Dapat dilihat bahwa 

dari  130  data  terdapat  23,08%  data  yang  menunjukan  bahwa  apabila  DAK  menurun  ma ka  T KKD  akan 

men ingkat  dan  terdapat  26,92%  data  yang  menunjukan  bahwa  apabila  DAK  menurun,  maka  T KKD  akan 

menurun. Ha l ini menunjukkan  bahwa DAK cenderung berada dibawah  rata -rata dengan TKKD dibawah  rata- 

rata, yang berarti Kabupaten/Kota  di Provins i Jawa  Bara t  s ebagian  bes ar belum  menggunakan  DAK dengan 

efektif. 

DAK merupakan  dana yang bers umber dari pendapatan  APBN yang dialokas ikan  kepada daerah tertentu 

dengan tujuan untuk me mbantu mendanai keg iatan khus us yang merupakan  urus an daerah dan s es uai dengan 

prioritas  nas ional. Pe laks anaan DAK dia rahkan untuk pada kegiatan  inves tas i pembangunan, pengadaan s erta 

peningkatan s arana dan pras arana fis ik mas yarakat dengan umur ekonomis  yang   panjang.  Has il penelit ian ini 

menunjukkan  bahwa DAK   tida k berpengaruh  terhada p TKKD.  Hal ini dikarena kan pemerintah   daerah tidak 

me mpunyai  kewenagan  untuk  mengelola  dan  menggunakan  dana  alokas i  khus us  karena  penggunaan  dana 

alokas i khus us ters ebut s udah ditetapkan oleh pemerintah pus at, s ehingga pemerintah daerah hanya menjalankan s 

es uai dengan ditetapkan  oleh pemerintah  pus at. Penyaluran  DAK di Kabupaten/Kota  di Provins i Jawa  Barat 

tidak dia lokas ikan untuk Belanja  Modal yang bertujuan  untuk men ingkatkan  T KKD,  me lain kan dia lokas ikan 

untuk belanja  lain, s eperti belanja  barang  dan  ja s a. Sehingga  DAK yang tinggi belum tentu  mengakibatkan 

TKKD yang rendah. 

 
4. Kes impul an 

Berdas arkan analis is regres i data panel, has il penelitian  s ecara s imultan  menunjukkan  bahwa PAD, DA U 

dan DAK s ecara bers ama-s ama berpengaruh pos itif s ignifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 

PAD berpengaruh pos itif s ignifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. DAU berpengaruh pos itif s 

ignifikan   terhadap   Tingkat   Kemandirian   Keuangan   Daerah.   DAK  tidak  berpengaruh   terhadap  Tingkat Ke 

mandirian Keuangan Daerah.

ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016 | Page 3313



Daftar P us taka: 

[1]  Ers yad, Muhammad. (2011). Pengaruh Pendapatan As li Daerah, Dana Alok asiUmum, Dana Alok asi Khusus 

terhadapTingkat  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Studi Empiris pada Kabupaten dan Kotadi Sumatera 

Barat). Skrips i. FE UNP :Padang 

[2]   Ha lim, Abdul., Muhammad Sya m Kus ufi. (2012). Ak untansi Keuangan Daerah . Jakarta: Sa le mba Empat. 

[3]   Ima wan, dan Agus . (2014)  . Analis is Ke mandirian  Keuangan  Daerah Provins i Jawa  Tengah 2010-2012. 

Accounting Analysis Journal, ISSN 2252-6765. 147-155. 

[4]   Muliana. (2009). Pengaruh Rasio PendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Alok asi Umum (DAU), dan Dana 

Alok asi   Khusus   (DAK)   Terhadap   Tingk at   Kemandirian   Keuangan   Daerah   Pada   Pemerintahan 

Kabupaten/Kota di Sumatra Utara . Skrips i USU. Medan: tida k diterb itkan. 

[5]  Reza Maris ka. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hail, Dana Alok asi Umum dan Dana Alok asi 

Khusus Terhadap Tingk at Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat 

2006-2011. Jurnal perspek tif dan pembangunan daerah. Vol. 1 No. 2. ISSN: 1979 – 7338. (Ju li, 2013). 

[6]    Virgi, Septyas . (2014). Pengaruh Dana Lokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, 

Tax Effort dan Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur. Jurna l EM BA, vol 1, No.1. 1189-1197. 

[7]  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. 

[8]  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Peme rintahan Daerah 

ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016 | Page 3314


